
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3), Pasal 
96 ayat (3), Pasal 117 ayat (3), Pasal 123 ayat (3), PasaJ 129 
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Nomor 4 Tahun 2016 rentang Pajak Daerah, perlu diietapkan 
Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umurn Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3062), sebagaimana telab diubah 
beberapa kali rerakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Penagiha.n Pajak Dengan Surat Paksa [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 129, Ta.mbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

Mengingat 
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5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undaug Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Perncrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Perncrintahan antara Pernerintah­ 
Pemerintah Daerah Propinsi atau Pernerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraruran Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Dacrab yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 
Pedoman Pcngelolaa.n Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbaru Sela.tan Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan Perangkat Daerab 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Nomor 09); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 4 Seri A 
Nomor 04, Tambahan Lcrnbaran Daer ah Kabupatcn 
Labuhanbatu Selatan Nomor 04). 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
2. Pernerintahan Daerah adalah Pcnyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonorni dan rugas pembantuan deogan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang-Undang Dasar Rcpublik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah otonorn. 

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan. 
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan, yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas burni dan atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

7. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terirna 
Setoran, yang disingkat STIS, adalah Bukti pembayaran atau pcnyetoran pajak 
yang tclah dilakukan oleh wajib pajak atas pernbayaran atau penyetoran pajak 
yang terhutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditctapkan oleh Bupati. 

8. Bank atau tempat yang ditunjuk olch Bupati urrtuk rnenerirna penerimaan PB8- 
P2 dari Wajib Pajak. 

9. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pcmbayaran yang selanjutnya disingkat DHKP 
adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pernbayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

10. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar 
Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaao dan Perkotaan. 

11. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disingkat DRPM adalah 
Da.ftar Rincian Pembayaran Minggunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan. 

12. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP adalah Laporan 
Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

13. Laporan Mingguan Pcncrirnaan yang selanjutnya disin.gkat J,MP adalah Laporan 
Mingguan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

14. Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan yang selanjutnya disingkat LPPM 
adalah Laporan Pembatalan Pencetakan Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 

15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Objek Pajak 
pad a Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

16. Pcrnbayarari PBB-P2 secara elektronik adalah pernbayaran PBB-P2 yang 
dilakukan rnelalui ATM (Anjungao Tunai Mandiri/ Automatic Teller Ma.chine). 

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PELAKSANAAN PAJAK BUMl DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

MEMUTUSKAN : 



Pasal 2 
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 
l. Tata cara pendaftaran dan pendataan subjck dan objek pajak; 
2. Tata cara pembayaran, penyetorari, tempat pembayaran, angsuran dan 

penundaan pernbayaran paja.k; 

BAB II 
RUANG LlNGKUP 

17. Pctugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleb Pejabat yang berwenang 
untuk memungut PBB-P2 clan menyetorkannya ke tempat pcmbayaran. 

18. Rckap Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat RLMP adalab 
jurnlah rekapitulasi laporan penerimaan setiap minggu. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
kctetapan pajak yang mcncntukan bcsarnya jumlah pokok pajak yang 
Terhutang, 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 
surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya pajak bumi dan 
bangunan perkotaan dan perdcsaan yang Tcrhutang pada wajib pajak. 

2 l. Surat Keretapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pcmbayaran 
pajak karena jurnlah kredit pajak lebib besar daripada pajak yang Terhutang 
atau seharusnya tidak Tcrhutang. 

22. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP 
adalah surat perintah dari pejabat yang berwcnang unruk membayarkan 
kelcbihan pajak kcpada wajib pajak. 

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dila.kukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui ternpat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati, 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
uuruk melakukan tagihan paja.k dan/atau sanksi administratif berupa bungan 
dan/alau dcnda. 

25. Surat Pengantar Pengiriman Giro yang selanjutnya disingkat SPPG adalah surat 
pengantar yang dibuat oleh pejabat yang bcrwenang untuk pengiriman giro. 

26. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah bukti 
penerimaan yang diperlukan unruk setiap transaksi penerimaan daerah. 

27. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah Nomor Transaksi 
digunakau untuk menentukan default penomoran transaksi secara otomatis 
pada Bank. 

28. Nomor Registrasi Pernbayaran yang selanjutnya disingkat NRP adalah Nomor 
Registrasi yang diperoleh untu.k setiap transaksi pembayaran. 

29. Nomor Trarisaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NPTD adalah 
Nomor transaksi yang diperoleb untuk setiap penerimaan daerah. 

30. Tempat Pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank 
atau ternpat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerirna pembayaran 
PBB-P2. 

31. Pajak yang Ter.huta.ng Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar daJam 
STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Putusan Banding serta Putusan 
Peninjauan Kernbali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah. 



Pasal 5 
(1) NOP clapac diberikan kepada Subjck pajak setelah penyampaian SPOP/LSPOP 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 terpenuhi. 
(2) NOP scbagaimtma dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk setiap objck pajak 

PBB-P2 dan pernberian NOP diatur dengan Kepurusan Kepala BPPD. 

Pasal4 
(!) SPOP/LSPOP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3, harus diisi dengan jelas, 

benar dan lengkap serta ditandatangani dan disarnpaikan kepada Bupati 
Labuhanbatu Selatan melalui Kepala BPPD. 

(2) Subjek Pajak Perscorangan rnenyampaikan SPOP/LSPOP yang telah diisi 
dcngan lengkap serta melampirkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
b. Fotocopy Sertifikat Tanah/ Akta JuaJ Beli atau bukti lain yang sah; 
c. Fotocopy lzin Mendirikan Bangunan (!MB) bagi bangunan yang telah mcmiliki 

IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. Bukti pendukung lainnya. 

(3) Subjek Pajak Sadan menyarnpaikan SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan 
lengkap serta melampirkan pcrsyaratan sebagai berikut : 
a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari subjek pajak atau pcnerirna 

kuasa dengan dilampiri surai kuasa; 
b, Fotocopy Akt:a Pcndirian Perusahaan dan perubahannya; 
c. F'otocopy sertifikat tanah dan/atau bangunan; 
d. Bukti penguasaan atau pemanfaatan objck pajak dalarn ha! wajib pajak 

badan rncnguasai, mcmanfaatkan dengan mempcrluas atau menambah objek 
pajak berupa tanah dan/atau bangunan; 

e. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (!MB) bagi bangunan yang telah memiliki 
!MB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Dokumen pendukung lainnya. 

Pasal 3 
Tata cara pendaftaran objek pajak sebagairnana dimaksud dala.m Pasal 2 angka l 
sebagai berikut : 
(1) Setiap subjek pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan 

SPOP/LSPOP. 
(2) SPOP/LSPOP harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanya di BPPD, 

UPT BPPD dan Kelurahan/Desa Seternpat. 

(3) SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit rnemuat: 
a. Data subjek pajak; 
b. Data objek pajak; 
c. Skeisa/denah lokasi objek pajak; dan 
d. NOP. 

(4) Bentuk fonnulir SPOP dan LSPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
dan n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

BAB JU 
TATA CARA P8NDAFTARAN DAN PRNOATAAN 

3. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi dan 
pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak; 

4. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sud ah kadaluarsa, 



Pasal 9 
(1) Pajak yang Terhutang berdasarkan SPPT yang dikeluarkan pada saat cetak 

massal harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(2) Pajak yang Terhutang berdasarkan SPPT yang clikeluarkan pada saat cetak 
tunggal harus dilunasi selambal-lambatnya 1 (satu) bulao sejak tanggal 
diterimanya SPPT oleh wajib pajak. 

(3) Bentuk formulir SPPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran ITI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

PasaJ 10 
(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pernbayaran atau penyetoran pajak bertepatan 

dcngan hari libur terrnasuk hari Sabru arau hari libur Nasional, pembayaran 
atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Bagian Kesatu 
Pcmbayaran dan Penyetoran 

BAB fV 
TATA CAR.A PEMBAYARAN DAN PENYETORAN 

Pasal 7 
Tata cara pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 
sebagai berikut : 
(1) Kepala BPPD dapat melakukan pendataan atas subjek pajak atau objek pajak 

dalam rangka optimalisasi pcnerimaan PBB-P2 atau akurasi data SPOP/LSPOP. 
(2) Hasil pendataan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diiuangkan dalam 

berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan. 
(3) Berdasarkan basil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada obiek 

pajak diberikan NOP sebagai dasar ditcrbitkannya SPPT. 
(4) Kepala BPPD berwenang rnenerbitkan SKPD secara jabatan dalarn hal hasil 

pendataan mcnyatakan Subjek Pajak terbukti meogisi SPOP/LSPOP secara 
tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat nilai pajak dalam SPPT lebih kecil 
dari nilai pajak yang seharusnya Terhutang. 

(5) Zona Nilai Tanah adalah sebagai komponen utama idernifikasi nilai objek Pajak 
PBB-P2 yang secara teknis mengacu kepada batas penguasaan/kepemilikan 
alas bidang objek pajak. 

(6) Penentuan Nilai Jual Bumi sebagai dasar pengenaan Pajak PBB-P2 cenderung 
berdasarkan kepada pcndckatan data pasar dengan rnerrrperhatikan zona yang 
berbatasan dalam suatu wilayah administrasi pcrncrintah. 

Pasal 8 
Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
ayat (4) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang telah diperbaharui. 

Pasal6 

Kepala BPPD berwenang menerbitkan SKPD sccara jabatan untuk Subjek Pajak 
yang melanggar keterituan waktu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

Bagian Ked ua 
Pendataan 



a. Wilayah kcrja tempat pernbayaran: 
b. Kewajiban ternpat pembayaran yang meliputi : 

l. Setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari .Jumat Ilbur, 
saldo penerimaan PBS pada : 
a) Ternpat pembayaran dipindah bukukan ke Kas Daerah; 
b) Tempat pernbayaran elektronik dipindah bukukan ke Bank Persepsi 

Elektronik. 
2. Untuk Tempat Pembayaran PBB-P2: 

a) Menerirna Pernbayaran PBB-P2 Terhutang dari Wajib Pajak; 
b) Menycrahkan bukti bayar kepada Wajib Pajak yang telah mcrnbayar 

PBB-P2, dalam hal Wajib Pajak rnelakukan pembayaran melalui 
kirirnan uang/transfer, ternpat pembayaran PBB-P2 berkcwajiban 
mengeluarkan bukti bayar kepada Wajib Pajak yang bersangkutan; 

c) Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB P2 pada hari kerja 
yang sama; 

d) Menyediakan tempat pernbayaran di wilayah yang tidak terjangkau 
fasilitas Bank yang ditunjuk. 

3. Untuk ternpat pernbayaran PBB-P2 online : 
a) Tidak menerirna surat tanda terima setoran dan daftar himpunan 

ketetapan dan pembayaran PBB-P2 dari BPPD; 
b) Mencetak surat tanda terima setoran untuk Bank, untuk Wajib Pajak 

pada saat Wajib Pajak membayar PBB-P2 ; 
c) Membatalkan surat tanda setoran yang telah dicetak jika Wajib Pajak 

membatalkan pcrnbayarari PBB-P2 Terhutang pada saat pernbayaran 
tersebut; 

d) Mernbuat dan mengjrimkan LPPM kepada BPPD. 

Pasal 12 
(1) Pernbayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Bank atau tempat yang 

di tunjuk oleh Bupati. 
(2) Penunjukkan ternpat pernbayaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 

dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan 
Pimpinan Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran. 

(3) Dokurnen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
memuat: 

Bagian Kedua 
Ternpat Pernbayaran 

Pasal 11 
(1) Pernbayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan 

SSPD/bukli pernbayaran yang sah. 
(2) SSPD/bukti pembayaran yang sah sebagairnana dimaksud pada ayat (l) 

berfungsi sebagai bukli pernbayaran yang sah apabila telah mendapatkan 
validasi dari Bank yang ditunjuk sebagai tempat pcmbayaran. 

(3) Bukti pernbayaran yang dilakukan mclaui ATM atau pernbayaran secara 
elektronik tidak mcrncrlukan valldasi oleh Bank. 

(2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang 
diliburkan yang ditetapkan oleh Pernerintah dan Pemerintah Daerah. 



4. Untuk tempat pembayaran PBB-P2 clektronik : 
a} Menerirna daftar nama Bank Persepsl PBB-P2 elektronik berikut nomor 

rekening kas Daerah PBB-P2 dari BPPD dan sehubungan dengan 
pemindahbukuan hasil pcnerimaan PBB-P2 melalui tempat 
pernbayaran PBB-P2 elektronik dimaksud; 

b) Menerima pcmbayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak: 
c) Mengeluarkan Rcsi/Btruk ATM/ Print Out Internet Bank, atau bukti 

pernbayaran kepada Wajib Pajak; 
d) Melakukan komunikasi data dengan BPPD untuk rransaksi 

pernbayaran PBB-P2 dengan : 
1) Meminta data PBB-P2 yang Terhutang yang akan dibayar Wajib 

Pajak dan lnforrnasi terkait lainnya rnelalui NOP atau Nomor SPPT; 
2) Mencrima data PBB-P2 Terhutang dan informasi terkait lainnya; 
3) Mengirirnkan data konflrmasi pernbayaran 

e) Membukukan sernua pernbayaran PBB-P2; 
Q Memindah bukukan saldo penerimaan PBB-P2 kc Bank Persepsi PBB­ 

P2 elektronik paling lambat pada hari Jumat atau hari kerja berikutnya 
apabila hari Jumat Iibur; 

g) Melakukan rekonsiliasi data pernbayaran PBB-P2 secara harian dengan 
BPPD. 

5. Tata cara penyetoran penerimaan daerah oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/ 
Wajib Setor/Bendaharaan Penerirnaan diatur sebagai berikut : 
a) Pcmbayaran melalui loket/teller Bank: 

1) Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap, benar dan 
jelas dalam rangkap 4; 

2) Mcnycrabkan formulir bukti setoran kepada petugas Bank dengan 
rnenyertakan uang sctoran sebesar nilai yang tersebut dalam 
formulir yang bersangkutan; 

3) Menerirna kembali formulir bukti penyetoran lembar ke l dan 
lembar ke 3 yang telah diberi NTB serta dibubuhi tanda 
tangan/ paraf, narna pejabat Bank, Cap Bank, ta.nggal dan 
waktu/jam setor sebagai bukti setor. 

4) Menyampaikan bukti setoran kepada Unit terkait. 
b) Pernbayaran rnelalui elektronik banking (e-banking) : 

l) Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi pembayaran via 
internet. 

2) Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar unruk 
mendapatkan NRP, masa berlaku NRP sampai dengan jangka waktu 
yang ditetapkan. 

3) Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pernerintah, pendaftaran 
dilakukan oleh instansi terkait dan NRP tercantum pada surat 
tagihan dimaksud. 

4) Melakukan pembaya.ran dengan menggunakan NRP. 
5) Menerirna NPTD sebagai bukti pengesahan setelah pembayaran 

dilakukan. 
6) Mencetak BPD rnclalui sistern registrasi pembayaran atau di Bank 

dengan menunjukan NiB. 
7) Menyampaikan BPD ke Unit terkait. 

c) Tata cara penatausahaan penerimaan setoran: 
1) Melalui loket/tcller bank diatur sebagai berikut : 

i. Menerima surat setoran pcnerirnaan daerah rangkap 4 (empat) 
dan meneliti kelengkapan pengisian dokurnen dan uang yang 
d.isctorlcan. 



Pasal 16 

(1) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP 
PBB-P2. 

(2) BPPD menyarnpaikan SPOP/LSPOP PBB-P2 kepada Subjek Pajak. 

Bagian Kesatu 
Penyampaian Surat Pernbcritahuan Objek Pajak/ Lampi ran Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak 

BABV 
PENYAMPAlAN DAN PENERBITAN 

Pasal 15 
Tempat pembayaran yang telab ditunjuk melaporkan rekening yang digunakan 
untuk menampung dana pernbayaran PBB-P2 kepada Bupati. 

Pasal 14 
Pcngawasan terhadap ternpat pernbayaran, ternpat pernbayaran Elektronik, Bank 
dan Bank Persepsi Elektronik dalam rangka pengelolaan penerimaan PBB-P2 
dilakukan oleh BPPD. 

Pasal 13 
(1) Pernbayaran PBB·P2 yang Terhutang dilakukan di tempat pembayaran yang 

ditunjuk atau tern pal pembayaran Elektronik. 
(2) Dalam hal tempat pembayaran, tempat pernbayaran Elektronik, Bank dan Bank 

Persepsi Elektronik melanggar kctentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (3), diberi peringatan sesuai dcngan jenis dan tingkat kesalahannya. 

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai 
dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan , maka dapat : 
a. Dicabut penunjukkannya sebagai tempat pembayaran; 
b. Dicabut penunjukkannya sebagai tempat pernbayaran Elektronik; 
c. Dicabut penunjukkannya sebagai sebagai Bank dan Bank Persepsi 

Elek:lronik. 

ii. Mcngkredit setoran ke rekening Kas Daerah sesuai setoran yang 
diterirna. 

iii. Melakukan pcngcsahan dengarr mcnerbitkan BPD setelah 
mendapatkan NTB rangkap 4 (empat), lembar I (satu) dan 3 (tiga) 
untuk penyetor, lembar ke 2 (dua) unruk BPPD, lernbar ke 4 
(empat) untuk Bank. 

iv.Menerbilkan BPD alas setoran yang diterima melalui cabang atau 
cabang pembantu Bank yang online setelah mcndapatkan NTB. 

2) Melalui e-banking diatur sebagai bcrikut : 
1. Mengkredit setoran ke rekening Kas Daerah yang diterima melalui 

fasilitas e-banking yang dilakukan oleb Wajib Pajak/Wajib bayar / 
Wajib setor berdasarkan NRP yang dihasilkan dari sistem 
registrasi pembayaran. 

ii. Menginformasikan NTB kepada pihak penyetor melalui media e­ 
banking. 

iii. Mencetak BPD sesuai dengan kebutuhan. 
iv.Sanksi atas keterlarnbatan atau ketidak dilakukannya 

pemindahbukuan pcmbayaran PBB-P2 sebagaimana diatur Pasal 
12 ayat (3) hu:ruf b angka 5. 

v. Tanggal berakhirnya penunjukkan. 



PasaJ 20 
SPJYf secara individual sebagaimana dimaksud daJam Pasal 19 ayat (3) berbentuk: 
a. Salinan SPPT; 
b. SPPT Objek Pajak Baru; 
c. SPPT Mutasi; atau 
d. SPPT Pernberulan. 

Pasal 18 
(I) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak. 
(2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

SPOP/LSPOP. 
(3) SPPT bukan merupakan bukti kepcmilikan hak atas tanah dan bangunan. 
(4) Penerbitan. SPPT disahkan oleh Kepala BPPD. 

PasaJ l 9 

(1) Penerbitan SPPT dilakukan secara: 
.a. MassaJ; atau 
b. Individual 

(2) Pcnerbitan SPPT secara massal sebagaimana dirnaksudkan ayat (1) huruf a 
dilaksanakan pada awal tahun untuk scmua objek pajak. 

(3) Penerbitan SPPT secara individual scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan atas permohonan wajib pajak. 

Bagian Ketiga 
Pcnerbitao Surat Pernberitahuan Pajak Terhutang 

Pasal 17 
(1) SPOP/LSPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (4) 

dikcmbalikan kepada Dcsa/Kelurahan atau langsung kc Pelayanan PBB-P2 
BPPD. 

(2) Desa/Kelurahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan 
pengernbalian SPOP/LSPOP PBB-P2. 

(3) Laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada Kepala BPPD dan tembusannya disampaikan kepada 
Kecamatan. 

(4) Kepala BPPO tidak dapat mcngcluarkan SPPT dalam hal-hal sebagai berikut : 
a. Apabila SPOP/LSP()P PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3·) tidak 

disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala 
BPPO sebagaimana ditentukan daJam Surat Teguran. 

b. Apabila berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain ternyata 
jurnlah pajak yang Tcrbutang lebih besar dari jumlah pajak yang 
dihitung berdasarkan SPOP/LSPOP PBB-P2 yang disarnpaikan oleh Wajib 
Pajak. 

(3) Dalam rnclakukan Pcnyarnpaian SPOP / LSPOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) BPPD dapat dibantu Petugas Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kepala 
Lingkungao/Kepala Dusun. 

(4) Subjek Pajak harus mengisi SPOP/LSPOP PBB-P2 sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (3) dengan jelas, benar, dan Jengkap serta ditandatangani oleh Subjek 
Pajak dan Kelurahari/Dcsa dan Kepala Lingkungan/Kepala Dusun. 

Bagian Kedua 
Pengernbalian Surat Pernbcritahuan Objck Pajak 



Pasal 24 
(1) SPPT pernbetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diterbitkan 

apabila terdapat kekelirua.n dalam penulisan data objek pajak dan subjek pajak, 
kekeliruan hitung, pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak da_n/atau 
kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam pcraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

Paragraf 4 
SPPT Pernbetulan 

(4) Bentuk formulir Permohonan Mutasi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 
VI yang rnerupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 23 
(1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diterbitkan apabila 

terdapat perubahan data subjek pajak. 
(2) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain 

karena waris, jual beli, hibah dan peralihan hak kuasa, 

Paragraf 3 
SPPT Mutasi 

Paragraf 2 
SPPT Objck Pajak Baru 

Pasal22 
(I) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat 

diterbitkan dengan adanya: 
a. Permohonan oleh Subjek Pajak; 
b. Perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat; atau 
c. Perubahan administrasi peme.rintahan. 

(2) SPPT Objck Pajak Baru scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila 
belurn terdaftar pada Basis Data (Data base). 

(3) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditcrbitkan apabila 
dilampirkan dengan surat keterangan belurn terdaftar PBB-P2 dari Kepala 
Desa/Lurah. 

(4) SPPT sebagairnana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan sesuai dengan tahun 
ditcrbitkannya SPPT. 

(3) Bentuk formulir Permohonan Objek Pajak Baru sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 21 

(1) Salinan SPPT sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 20 huruf a diterbitkan 
apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang. 

(2) Bcntuk forrnulir SaJinan SPPT sebagaimana tercanrum dalam Lampiran IV yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

Paragraf 1 
Salinan SPPT 



Bagian Ketujuh 
Penyampaian Surat Pernberitahuan Pajak Terhutang 

Pasal 28 
(1) Berdasarkan SPOP/LSPOP PBB-P2 sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(1). Kepala BPPD rnenerbitkan SPPT PBB-P2. 
(2) Pcnyampaian SPPT PBB-P2 dilakukan oleh BPPD. 
(3) DaJam melaku.kan penyarnpaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 

ayal (2), BPPD dapat di ban tu Petugas Kecarnatan, Kelurahan/ Desa, Kcpala 
Lingkungan/ Kepala Dusun sesuai tanggal jatuh tempo pernbayaran PBB-P2. 

(4) Jangka wakru penyampaian SPPT PBB-P2 adalah maksirnal 20 (dua puluh) hari 
kcrja sejak tanggal ditcrimanya SPPT PBB-P2 dari BPPD kepada. Perugas 
Kccamatan, Pctugas Kelurahan/Desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun. 

(5) Bagan alur penyampaian SPPT PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran Ill yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

SPPT yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala BPPD dalarn bentuk: 
a. Tanda Langan basah; 
b. Cap ianda tangan; atau 
c. Cctakan tanda tangan. 

Bagian Keenam 
Penandatanganan SPPT 

Bagian Kelirna 
Pernbatalan Ketetapan SPPT 

Pasal26 
(1) Kepala BPPD atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT 

sebagai akibat dari pencrbitan SPPT yang tidak benar. 

(2) Penerbitan SPPT yang ridak bcnar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clisebabkan antara lain: 
fl. SPPT ganda; 
b, Objek pajak tidak ada dan/atau hilangnya objek pajak; 
c. Objck pajak/subjek pajak yang dinyatakan bataJ demi hukum/dibatalkan 

dcngan putusan Pengadilan; dan/atau 
d. Penetapan scbagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belurn diketahui 

wajib pajaknya. 

Pa.sal25 
(3) Kepala BPPD atas pennohonan. wajib pajak dapat menerbitkan Surat 

Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belurn diterbitkan: 

(4) Kepala BPPD atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Sur.at 
Keterangan NJOP untuk kepentingan Iasilitas umum. 

Bagian Keempat 
Surat Keterangan NJOP 

(2) Bentuk formulir Pcrmohonan Pembetulan sebagairnana tercanrum dalarn 
~piran vrr yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Int. 



Pasal 32 
Wajib pajak mcngajukan permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 secara individual, 
surat keterangan NJOP, dan pembatalan ketctapan SPPT PBB-P2 secara tcrtulis 
kepada Bupali rnelalui Kepala BPPD dengan mengisi forrnulir yang telah disediakan. 

Bagian Kesebelas 
Prosedur Penerbitan SPPT 

(3) Jangka waktu pcnyampaian laporan SPPT PBB-P2 scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah maksimal 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterirnanya 
SPPT PBB-P2 dari Petugas Kelurahan/Desa, KepaJa Li.nglnmgan/Kepala Dusun. 

(4) Laporan SPPT PBB-P2 sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) diserahkan kepada 
Kepala BPPD oleh Kecamatan yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri : 
a. 1 [satu) Rangkap unruk BPPD. 
b. 1 (satu) Rangkap untuk Kecamatan. 
c. l (satu) Rangkap untuk Sekretaris Daerah. 
d. 1 (saru] Rangkap untuk Bupati. 
e. 1 (satu) Rangkap untuk Inspektorat. 

PasaJ 3 J 
(1) Keluraharr/Desa menyampaikan laporan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 

kcpada Kccamatan. 
(2) Kecamatan mernbuar laporan SPPT PBB-P2 yang tclah disarnpaikan dan yang 

tidak tersarnpaikan kepada Kepala BPPD. 

Bagian Kesepuluh 
Pelaporan 

Pasal30 
Jangka waktu pelunasan PBB-P2 adalah 6 [enarn] bulan sejak tanggal penetapan 
yang tertuang dalam SPPT PBB-P2 oleb Wajib Pajak. 

Bagian Kesembilan 
Tanggal Jatuh Tempo Pernbayaran 

Bagian Kedelapan 
Pengembalian Surat Pernberitahuan Pajak Terhutang 

Pasal29 

(1) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah rnenerima SPPT PBB-P2, rnaka tanda 
terima SPPT PBB-P2 ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan 
mencantumkan secara jclas nama dan tanggaJ diterirnanya SPPT PBB-P2 
dimaksud. 

(2) Tanda terima SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada 
bagian bawah SPPT PBB-P2 selanjutnya disampaikan kepada petugas 
Keluraharr/Desa. 

(3) Petugas Keluraban/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghimpun 
tanda terima SPPT PBB-P2 yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat 
dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT PBB-P2 clan selanjutnya 
disampaikan kepada Kecamatan. 



Pasal 35 

Perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilampiri dengan persyaratan 
adrninistrasi sebagai berikut: 
a. Penerbitan SPPT PBB-P2 secara individual: 

Paragraf2 
Persyaratan 

Pasal 34 
(1) Kepurusan Kepala BPPD mengabulkan pennohonan scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan 
SPPT PBB-P2 atau surat keterangan NJOP. 

(2) Dalarn ha! Keputusan Kepala BPPD mengabulkan permohonan sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c digunakan sebagai 
dasar: 
a. Pembenahan/pemutakhiran basis data pajak; 
b. Penerbitan SPPT PBB-P2 secara individual. 

(3) DaJam ha! Keputusan Kepala BPPD mengabulkan permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 33 ayat (5) huruf d digunakan sebagai dasar: 
a. Pembenahan/pemutakhfran basis data pajak; 
b. Pembatalan SPPT PBB-P2. 

(6) Dalarn ha! permohonan ditolak, pemohon diberikan kescmpatan mengajukan 
kcberatan atas penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak 
diterimanya surat penolakan. 

(7) Jawaban atas keberatan Pemohon diberikan paling lama 14 (empat betas) hari 
kalender. 

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui 
dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. 

Pasal 33 

(1) BPPD melakukan pemcriksaan berkas permohonan paling lama 5 (Iirna) hari 
kerja sejak tanggal diterirnanya berkas permohonan. 

(2) BPPD dalarn melaksanakan perneriksaan berkas permohonan sebagaimana 
dimaksud pada. ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau 
merninta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan. 

(3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayal (2), BPPD harus rnelakukan peninjauan 
ke lokasi dalam rangka perneriksaan atas permohonan pencrbitan SPPT objek 
pajak baru dan pembatalan ketetapan SPPT PBB-P2 sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1). 

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
dasar pengambilan Keputusan Kepala BPPD untuk mengabuJkan atau menolak 
permohonan. 

(5) Keputusan atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan: 
a. Paling Jama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dilerimanya permohonan 

secara lengkap dan benar bagi perrnohonan salinan SPPT PBB-P2 dan surat 
keterangan NJOP; 

b. Paling lama l (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara 
Jengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru; 

c. Paling Jama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara 
lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan 
pernbetulan SPPT PBB-P2; 

d. Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara 
lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT PBB-P2. 



Pasal 36 
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan 
me.lalui Kepala BPPD atas SPPT PBB-P2. 

BAB VJ 
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 

.I. Salinan SPPT PBB-P2 : 
a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang sa h dari 

pemohon; 
b) surat kuasa bagi yang mcnguasakan; 
c) Surat pernyataan SPPT PBB P2 rusak atau hilang dari Wajib Pajak; dan 
d) Lunas pembayaran Pajak 5 (lima) tahun rerakhir. 

2. SPPT PBB P2 objek pajak baru: 
a) Fotocopy l<artu Tanda Penduduk pernohon; 
b) Surat kuasa bagi yang menguasakan; 
c) SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap clan 

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan Kelurahan/ Desa; 
d) Fotocopy bukti kepernilikan, penguasaan atau alas hak atas tanah; 
e) Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung; 
J) Surat pcngantar dari Lurah/kades seternpat; dan 
g) Surat ketcrangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab 

pendaftaran objek pajak barn jika diperlukan. 
h) Melampirkan SPPT PBB-P2 Objek Pajak terdekat dengan Objek Pajak 

tersebut. 
3. SPPT PBB-P2 mutasi objek/subjek pajak: 

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon; 
b) Surat kuasa bagi yang menguasakan; 
c) SPOP / LS POP yang telah diisi dengan benar, jclas, lengkap dan 

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan Lurah/Kepala desa; 
d) Asli SPPT PBB-P2 pajak tahun bcrkenaan; 
e) Lunas pembayaran pajak 5 (lima) tahun tcrakhir; 
J) Fotocopy bukti kepernilikan, penguasaan atau hak aras tanah; 
g) Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung. 

4. SPPT PBB-P2 pcrnbetulan: 
a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon; 
b) Surat kuasa bagi yang menguasakan; 
c) SPOP/L,SPOP yang telab diisi dcngan benar, jelas, lengkap dan 

dit:andata.ngani oleh wajib pajak atau kuasanya dan Lurah/Kepala dcsa; 
d) Asli SPPT PBB-P2 pajak tahun berkenaan; 
e) Lunas pcmbayaran pajak 5 (lima) tahun terakhir; 
J) Fotocopy bukti kepcmilikan, penguasaan arau alas hak atas tanah, 

b. Surat ketcrangan NJOP: 
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pernohon; 
2. Surat kuasa bagi yang menguasakan; 
3. Fotocopy bukti kepemilikan, penguasaan atau alas hak alas tanah; 
4. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebclurnnya; 
5. Lunas pembayara.n pajak 5 [lima] tahun terakhir, 

c. Pernbatalan ketetapan SPPT PBB-P2: 
1. Fotocopy Kartu Ta.nda Penduduk pemohon; 
2. Surat kuasa bagi yang menguasakan; 
3. Asli SPPT PBB-P2 pajak tahun berkenaan: 
4. Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa seternpat. 



Pasal 39 
(I) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB-P2 secara perorangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 
Iebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Pengajuan keberalan sebagaimana climaksud pada ayat (1) diajukan secara 
tertulis kepada Bupati rnelalui Kepala BPPD dengan melampirkan persyaratan 
sebagai berikut : 
a. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan kebcratan; 
b. Foto copy idcntitas Wajib Pajak dan foto copy identitas kuasa Wajib Pajak 

dalam ha! dikuasakan; 
c. Poto copy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan 
d, Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari 

Lurah/Kepala Desa seternpat. 

(2) Keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak 
atau kuasanya dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Surat Kcberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasa yang ditunjuk. 

(4) Dalam ha! surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib 
Pajak, maka harus dilarnpiri dengan: 
a. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBS yang terhutang 

sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepulub juta rupiah) 
b. Surat kuasa, untuk Wajib Pajak Sadan. 

Pasal 38 
(1) Pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat 

(2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB-P2 terhutang sampai dengan Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diajukan secara tertulis kepada Kepala 
BPPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 
a. Asli SPPT PBB-P2 yang diajukan keberatan; 
b. Foto copy identitas Wajib Pajak dan Ioto copy identitas kuasa Wajib Pajak 

dalarn hal dikuasakan; 
c, Foto copy bukti kepernilikan tanah dan sejenisnya; dan 
d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau surat ketcrangan dari 

Lurah/Kepala Desa seternpat. 
e. Perhitungan jumlah PBB-P2 yang terhutang menurut Wajib Pajak disertai 

dengan alasan yang mcndukung pengajuan keberatannya. 
f. Surat keterangan Lurah/ Kepala Desa setempat. 
g. Lunas pembayaran pajak 5 (lima) tahun terakhir. 

Pasal 37 
(I) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam ha!: 

a. Wajib pajak bcrpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/alau bangunan 
atau nilai jual objek pajak burni dan/atau bangunan tidak sebagaimana 
mestinya; 

b. Tcrdapat kesaJahan penginput.an data Subjek/Objek/NJOP Pajak Bumi 
dan/atau Bangunan; dan/atau 

c. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan pcrundang-undangan PBB-P2. 
(2) Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara 

perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2 terhutang yang harus dibayar. 
(3) Bentuk Iormulir Permohonan Keberatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Vlll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pcraturan Bupati 
ini. 



PasaJ 44 
(1) Keputusan Kepala BPPD alas pengajuan keberatan scbagairnana dimaksud 

dalam Pasal 42 huruf b disertai laporan basil penelitian keberatan diberikan 
paling Jama 3 (tiga.) bulan sejak tanggal diterirnanya Surat Keberatan. 

Pasal 42 
Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2 diberikan oleh: 
a. Bupati, dalam hal jurnlah PBB-P2 yang terhutang lebih dari Rp.10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah). 
b. Kepala Sadan, dalam hal jurnlah PBB-P2 yang terhutang sampai dengan 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Pasal 43 
(1) Keputusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 42 ditetapkan berdasarkan 

hasiJ penelitian di BPPD dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan 
penelitian di lapangan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan berdasarkan surat 
tugas dan hasilnya clituangkan dalam laporan hasil pcnclitian. 

(3) Dalam hal dilakukan pcnelitian di Japangan, tcrlebih dahulu memberitahukan 
secara tertulis/lis,tn waktu pelaksanaan pcnelitian di lapangan kepada Wajib 
Pajak. 

(4) Dalam ha! kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala BPPD 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 42 huruf b, penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPPD. 

Pasal4l 
Pengajuan keberatan tidak rnenunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terhutang 
dan pclaksanaan penagihannya. 

Pasal 40 

(1) Pengajuan kcberatan yang tidak rnernenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dianggap bukan scbagai surat keberatan sehingga 
tidak dapat dipertirnbangkan. 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertirnbangkan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), Wajib Pajak rnasih dapat mengajukan keberatan 
kembali scpanjang rnernenuhi jangka waktu sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 38 ayal (2) clan Pasal 39 ayat (3). 

e. Perhitungan jumlab PBB-P2 yang terhutang rnenurur Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang mcndukurig pengajuan keberatannya. 

f. Lunas pernbayaran pajak 5 (Iima] tahun tcrakhir, kecuali kesalahan 
penginputan data Subjek/Objek/Luas/N.JOP Bumi dan/atau Bangunan. 

(3) Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dapat diajukan maksimal 
dalam jangka waktu 3 [tigal bulan sejak tanggaJ diterimanya SPPT PBB-P2, 
kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

(4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk mernproses 
surat keberaran adalah : 
a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara Jangsung oleh 

Wajib Pajak atau kuasanya kepada BPPD; atau 
b. Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalarn hal disarnpaikan melalui 

pos dengan bukti pengiriman surat. 



Bagian Kesatu 
Pcnghapusari Piutang 

PENGHAPUSAN PIUTANG 

BAB vru 

Pasal 46 
(l) Hak untuk mclakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setclah melampauijangka 

waktu 5 (lima) tahun terhirung sejak saat tcrhutangnya pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak mclakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat. Paksa; a tau 
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian surat paksa tersebut. 

(4) Pengakuan hutang pajak sccara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
rnernpunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pernerintah Daerah. 

(5) Pengakuan hutang secara tid.ak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permobonan angsuran atau penundaan 
pernbayaran dan permohonan keberatan olch Wajib Pajak. 

BAB Vil 
KEDALUWARSA 

Pasal 45 

(1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn] bulan 
terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan 
keputusan atas pengajuan Keberatan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 42 
huruf a. 

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dapat berupa 
menerima seluruhnya atau scbagian, mcnolak, atau meriarnbah besarnya 
jumlah PBB-P2 yang rerhutang, 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlarnpaui 
dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan 
dan diterbitkan kcputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu climaksud 
berakhir. 

(4) Dalam hal keputusan Kebcratan menyebabkan perubahan data dalam SPPT 
PBB-P2, BPPD menerbitkan SPP'r PBB-P2 baru berdasarkan keputusan 
Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pcmbayaran. 

(5) SPPT PBB-P2 baru sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan 
Keberatan , 

(2) Kcpala BPPD meneruskan bcrkas pengajuan kebcraian kepada Bupati alas 
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dalam 
jangka waktu paling Jama 30 (tiga puluh] hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat keberatan. 



Pasal47 

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang PBB-P2 dikarenakan tidak bisa tertagih 
dan sudah kedaluwarsa. 

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak oleh Kepala 
BPPD. 

(3) Permohonan pcnghapusan piutang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit rnernuat: 
a. Narna dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang pajak; 
c. Tahun pajak; 
d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

(4) Piutang Pajak yang dapat d.ihapuska.n sebagaimana climaksud pada ayat(l) 
adalah : 
a. SPPT PBB-P2 yang tidak diketahui Objek Pajaknya; 
b. SPPT PBB-P2 yang tidak d.iketahui Subjek Pajaknya; 
c. SPPT PBB-P2 yang merniliki NOP Ganda; 
d. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (STPD PBB-P2); 
e. Surat Keputusan Pernbetulan, Surat Kepuiusan l<eberatan dan Putusan 

Banding, yang rnenyebabkan jurnlah pajak yang barus dibayar bertarnbah; 
a tau 

f. Obyek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2. 
(5) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 

yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada 
ayai (I) disebabkan karena: 
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau 

meninggal dunia dengan lidak meninggalkan harta warisan dan tidak 
mernpunyai ahli waris atau ahJi waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mcmpunyai harta kekayaan 
lagi; 

c. Tidak ditemukan alarnat perniliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih 
manajemen; 

d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak 
yang tidak dapat ditcmukan lagi atau dokumcn-dokumen sebagai dasar 
penagihan pajak tidak lengkap atau udak dapat ditelusuri lagi d.isebabkan 
keadaan yang Lidak dapat dihindarkan sepcrti bencana alam, kebakaran dan 
lain scbagainya; 

e. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; 
f. Sebab lain sesuai hasil penelitian. 

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Sadan yang menurut data tunggakan PBB-P2 
sebagairnana dimaksud pada ayat {l) yang tidak dapat atau tidak mungkin 
ditagih lagi disebabkan karena : 
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pa.ilit dan pengurus, direksi, komisaris, 

pemegang saham, pernilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk 
melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat diternukan; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak merniliki harta kekayaan lagi; 
c. Pcnagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian 

Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, 
pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan 
rnenempelkan pada papan pengumurnan atau media rnassa; 

d. Hak untuk rnelakukan penagihan pajak sudah kedaluwa.rsa; atau 
e. Scbab Jain scsua.i basil penelitian. 



Pasal51 
(!) Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB rnenyusun daftar usulan penghapusan 

piutang PBB-P2 berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50. 

(2) Daftar usulan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala 
BPPD. 

(3) Kepala BPPD menyampaikan daftar usulan yang telah diteliti kepada Bupati. 

Pasal 52 
(1) Berdasarkan usulan yang disampaikan kepala BPPD, Bupati mcnetapkan 

keputusan penghapusan piutang PBB-P2. 
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 
a. Bupati dapat langsung rnenetapkan penghapusan piutang PBB-P2 unruk 

jumlah sampai dengan Rp.S.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
b. Bupati menetapkan penghapusan piutang PBB-P2 setelah mendapatkan 

perserujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih da.ri 
Rp.5.000.000.000,00 (lima rniliar rupiah). 

(3) Berdasarkan Kcp utaraa n Bupati, Kepala BPPD melakuka.n : 
a. Penetapan mcngenai .rincian atas besarnya Piutang PBB-P2; dan 
b. Hapus tagih dan hapus buku atas Piutang PBB-P2 tersebut sesuai standar 

akuntarisi pemerintahan yang berlaku. 

Pasal SO 

Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hanya dapat diusulkan 
unruk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 48. 

Pasal49 
(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat 

atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
dan/atau Pasal 48, wajib diJakukan penelitian setempat atau penelitian 
administrasi oleh BPPD yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil 
Peneli tian. 

(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus 
menggarnbarkan keadaan Wajib Pajak aiau piutang pajak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk rnenentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapai 
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. 

Pasal 48 
(l J Piutang denda adrninistrasi PB8-P2 dapar dihapuskan oleb Bupati karena: 

a. Memotivasi partisipasi masya.rakat untuk mcmbayar PBB-P2; 
b. Untuk meningkatkan realisasi penerirnaan PBB-P2; 
c. Bencana Alam, kebakaran, kebanjiran, longsor dan lain sebagainya; 
d. Waktu/atau hari-hari khusus yang dinilai perlu. 

(2) Penghapusan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat 
dihapuskan melalui SK Bupati. 

(3) Bentuk Iormulir Permohonan Pcnghapusan Dcnda Adrninistrasi sebagaimana 
tercantum daJam Lampiran JX yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 53 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dcngan penernpatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 


